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AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini KAMIS tanggal 21 FEBRUARI 2019 dalam persidangan
Pengadilan Negeri Brebes yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang

menghadap :
1. Nama : SANTOSO
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal X Desa Siandong RT.007 RW.003 Kecamatan

Larangan, Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama ( Penggugat );

2. Nama : DARUDIN
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal 3 Desa Siandong RT.004 RW.003 Kecamatan

Larangan, Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua ( Tergugat );

Pada hari ini tanggal 18-02-2019 Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat
mengakhiri  sengketa perkara perdata gugatan sederhana nomor
7/Pdt.G.S/2019/PN Bbs yang terdaftar di Pengadilan Negeri Brebes secara

Perdamaian dengan kesepatakan sebagai berikut :

Pasal 1
Pihak Kedua telah mengakui dan membenarkan mempunyai hutang kepada
pihak pertama uang sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) dan pihak kedua bersedia membayar seluruh hutangnya kepada
pihak pertamadengan cara Pihak Kedua menjual sebidang tanah sawah
miliknya seluas * ¥ bau (1650 m2) golongan makmur terletak di Desa Siandong,
Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes seharga Rp. 190.000.000,- (seratus

sembilan puluh juta);
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Pasal 2
Bahwa oleh karena hutang pihak kedua tidak hanya kepada pihak pertama saja
maka pembayaran hutangnya sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas akan
dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilaksanakan secara
bertahap yakni sebagai berikut:
- Tahap pertama akan dibayar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh

ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Pebruari 2019;
- Tahap kedua akan dibayar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus
ribu rupiah) pada tanggal 19 Juli 2019.

Pasal 3
Bahwa apabila Pihak kedua lalai melaksanakan kewajiban pembayaran tahap
kedua sebagaimana tersebut di atas maka harta benda pihak kedua baik benda
bergerak maupun benda tetap yang ada maupun yang akan ada dikemudian
hari pihak kedua bersedia menyerahkan kepada pihak Pertama untuk
pembayaran sisa hutang pihak kedua kepada pihak pertama.

Pasal 4
Bahwa Surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan
bunyi redaksi yang sama masing-masing bermaterai cukup ditandatagani atas
kehendak para pihak tanpa paksaan dari pihak manapun untuk ditaati kedua
belah pihak dan dugunakan sebagaimana mestinya.
Demikianlah kami kedua belah pihak mebuat kesepakatan perdamaiaan ini,
mohon kiranya yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

untuk memberikan putusan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kemudian Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan putusan yaitu sebagai
berikut :

PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
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Mengingat Ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-

undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk
mentaati isi surat kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut
di atas;

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara
secara tanggung renteng sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh

enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 21 FEBRUARI 2019
oleh TRI MULYANTO, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh SUTRIONO, S.H. Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes
dan dihadiri oleh Penggugat dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya serta

dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Penggnati, Hakim,

SUTRIONO, S.H. TRI MULYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendafataran Gugatan (PNBP) : Rp.  30.000,00
- Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 175.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 5.000,00
Jumlah : Rp. 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam
ribu rupiah)
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Catatan Kepaniteraan:

Dicatat di sini bahwa putusan perkara perdata gugatan sederhana nomor

7/Pdt.G.S/2019/PN Bbs telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21

Februari 2019 karena para pihak menyatakan memerima atas putusan tersebut.
Brebes, 21 Februari 2019
Pengadilan Negeri Brebes,

Panitera

NUR SYAEFUL MUKMIN, S.H., M.M.
NIP.19670501 198603 1 001
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